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ABSTRAK 
RITA JUNITA (B11113013), dengan judul “Kewajiban Menggunakan 
Tenaga Kerja Bongkar Muat Pada Perusahaan Bongkar Ditinjau Dari 
Hukum Persaingan Usaha” (Studi Kasus DI Kutai Kartanegara). Di 
bawah bimbingan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H sebagai Pembimbing I 
dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.L.M sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Surat Edaran 
No. UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016 untuk Kegiatan Bongkar Muat Batu 
Bara di Seluruh Jety TUKS/TERSUS di Wilayah DLKP/DLKR Pelabuhan 
Samarinda dan Wilayah Kutai Kartanegara dengan Peraturan Pemerintah 
No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan dan Peraturan Menteri 
Perhubungan No 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan 
Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, dan apakah surat 
edaran tersebut diatas sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan  Persaingan Usaha 
Tidak Sehat. 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal 
research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute 
approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). 
Adapun hasil penelitian ini membahas mengenai (1) SE No 
UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016, yang tidak sesuai dengan peraturan yang 
berada di atasnya. Surat edaran ini berisi kewajiban  bagi para pengusaha 
batu bara untuk menggunakan satu TKBM yang ditunjuk dalam hal ini 
TKBM Tuah Bumi Kartanegara untuk melakukan kegiatan usaha bongkar 
muat barang dari dan ke kapal. Dalam surat edaran tersebut di atas 
mengambil dasar hukum dari Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2010 
dan Peraturan Menteri Perhubungan No 60 Tahun 2014. Namun pada 
kenyataan dalam kedua aturan diatas tidak terdapat aturan yang 
mengharuskan pengusaha batu bara menggunakan hanya satu TKBM 
yang boleh beroperasi di pelabuhan TERSUS dan TUKS. Sehingga 
menimbulkan beberapa masalah seperti terciptanya eksploitasi konsumen 
dari sisi rendahnya produktivitas TKBM, dan sisi harga (tidak langsung) 
melalui terciptanya pengeluaran biaya tinggi tanpa diiringi dengan kinerja 
yang sepadan. 
(2) Dalam UU No 5 Tahun 1999, hal ini dianggap sebagai praktik 
monopoli yang dilakukan oleh pemerintah. SE No. UM.003/20/2/KSOP-
SMD-2016 memiliki dampak negatif terhadap persaingan  usaha, 
diskriminasi terhadap calon kompetitor melalui pembatasan/ pengurangan 
pelaku usaha di pasar (hambatan masuk bagi pesaing potensial untuk 
menggarap pasar penyedia jasa TKBM), menghilangkan kesempatan bagi 
konsumen untuk mendapatkan alternatif produk dengan kualitas dan 
harga yang bersaing. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah 
memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli 
dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun 
aturan perundang-undangan yang sama. Langkah negara-negara 
tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu 
meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan 
regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. 
Persaingan usaha yang sehat (fair competition) merupakan salah 
satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang 
berorientasi pasar.1 
Saat ini berbagai negara dengan latar belakang alasan dan 
tujuan melakukan perubahan menuju sistem ekonomi pasar dan 
memberlakukan pula Undang-Undang Hukum Persaingaan 
Usaha United Nations Conference On Trade and Development 
(selanjutnya disingkat UNCTAD).2 Inti dari ekonomi pasar adalah 
desentralisasi keputusan. Ini berarti individu harus lebih diberikan 
ruang gerak untuk mengambil suatu keputusan. Suatu proses 
                                                          
1 Andi Fahmi Lubis et.all., 2009, Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, 
Jakarta : Deutsohe Gesellsohalft fur Technisohe Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, hlm 1. 
2 Susanti Adi Nugroho, 2014, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: 
Kencana Prenadamedia Group, hlm. 22.  
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pasar dapat berkembangkan apabila  stuktur pengambilan 
keputusan dilakukan dengan cara desentralisasi, yang berarti 
bahwa terdapat individu-individu independen dalam jumlah yang 
cukup, dan menyediakan pemasokan dan permintaan dalam 
suatu pasar, karena proses-proses pasar tersebut  memerlukan 
saat-saat aksi dan reaksi oleh pelaku  pasar yang tidak dapat 
diprediksi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin bahwa 
tidak akan terjadi kekeliruan-kekeliruan perencanaan oleh 
individu sehingga  tidak semakin terakumulasi dan akhirnya 
menghentikan fungsi pasar sebagai umpan balik sibernetis 
(cybernetic).3 
Indonesia sendiri secara khusus mengikutsertakan beberapa 
tujuan lainnya termasuk perlindungan terhadap usaha kecil dan 
menengah, atau tidak mendorong terjadinya konsentrasi 
kekuatan ekonomi secara berlebihan di tangan beberapa pelaku 
pasar saja, menghilangkan peraturan pemerintah yang tidak 
efisien, serta memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing 
masuk pasar. Pada umumnya, orang menjalankan kegiatan 
usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar untuk 
memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong banyak orang 
melakukan usaha, baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan 
                                                          
3 Andi Fahmi Lubis et.all., Op. Cit., hlm. 2. Periksa juga, Knud Hansen, Undang-
Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Katalis-
Publishing-Media Services, 2002) hal.6.  
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usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah 
sesungguhnya yang menimbulkan persaingan usaha di antara 
pelaku usaha. Oleh karena itu, persaingan dalam dunia usaha 
merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan 
persaingan dalam dunia usaha itu merupakan conditio sine qua 
non atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi 
pasar, walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu 
sehat dan dapat juga tidak sehat.4 
Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat 
positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan 
motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, 
produktifitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya. 
Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja 
konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang 
sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan 
peningkatan kualitas produk.5 
Persaingan usaha yang dilakukan secara negatif atau sering 
diistilahkan sebagai persaingan tidak sehat, akan berakibat 
pada:6 
1. Matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha; 
                                                          
4 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm 2. 
5  Ibid. 
6 Hikmahantoo Juwana, 1999 Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 
Tahun 1999, Jurnal Magister Hukum 1 , hlm.32. 
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2. Timbulnya praktik monopoli, di mana pasar dikuasai hanya 
oleh pelaku usaha tersebut; 
3. Bahkan kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi 
konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa 
kualitas yang memadai. 
Bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
tersebut di atas terjadi dalam Terminal Khusus (TERSUS) dan 
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah Kutai 
Kartanegara. Pada dasarnya kecenderungan sistem pengelolaan 
pelabuhan sejalan dengan tatanan, arah, sasaran, dan tuntutan 
pelayanan pelabuhan serta perkembangan pola distribusi dan 
transportasi barang dibutuhkan adanya aliansi stategis antara 
penyelenggara pelabuhan (PT Pelindo) dalam upaya meningkatkan 
produktivitas salah satunya Perusahaan Bongkar Muat (selanjutnya 
disingkat PBM) dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).7 
PBM adalah sebuah perusahahaan yang berbadan hukum, 
biasanya berbentuk Perseroaan Terbatas (PT). Kegiatan utama PBM 
adalah dalam bidang bongkar muat barang dari dan/atau ke kapal 
yang beroperasi di pelabuhan atau perairan. Pembongkaran yang 
                                                          
7 “Peranan dan Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat dalam Pengangkutan 
barang di Laut” diakses dari  
www.researchgate.net/publication/42354400_Peranan_dan_Tanggung-Jawab-
Perusahaan_Bongkar_Muat_Pengakutan_Barang_Di_Laut pada 17 November 2015 
pukul 13.20 WITA.  
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dilakukan dari dalam palka kapal yang beroperasi di pelabuhan atau 
perairan.  
TKBM merupakan pelaku ekonomi yang dibentuk oleh 
pemerintah. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip 
gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. TKBM 
memiliki peran pokok dalam pencapaian kinerja kegiatan bongkar 
muat barang, serta gambaran Sumber Daya Manusia yang sangat 
berperan pada seluruh aktivitas dipelabuhan.  
Sadar akan pentingnya pengaturan terhadap transportasi laut, 
maka dibentuklah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat 
Barang dari dan ke Kapal (yang disingkat Permenhub No 60 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat 
Barang dari dan ke Kapal)  yang merupakan penjabaraan lebih lanjut 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan 
di Perairan (selanjutnya disingkat PP Angkutan Perairan) dan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaraan 
(selanjutnya disingkat UU Pelayaran). Dalam ketentuannya Pasal 3 
Ayat (3) Permenhub No 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal yang 
menyatakan “ tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat 
yang dibuktikan dengan sertifikat.”,  tidak terdapat aturan khusus 
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yang mengatur tentang kewajiban menggunakan hanya satu TKBM 
yang boleh beroperasi di pelabuhan Terminal Khusus 
(TERSUS)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Walaupun 
tidak ada ketentuan khusus untuk menggunakan hanya satu TKBM, 
namun dalam “Surat Edaran No UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016 
tentang Kewajiban Menggunakan PBM/TKBM untuk Kegiatan 
Bongkar Muat Batu Bara  di Seluruh Jety TUKS/TERSUS di Wilayah 
DLKP/DLKR Pelabuhan Samarinda dan Wilayah Kutai Kartanegara” 
(selanjutnya disingkat SE No. Um.003/20/2/KSOP-SMD-2016). 
Melalui SE NO. UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016 diinstruksikan 
Syahbandar untuk menunjuk satu koperasi TKBM Tuah Bumi 
Kartanegara sebagai implementasi dari kesepakatan rapat, bahwa 
pemilik atau pengelola TERSUS dan TUKS wajib memberdayakan 
atau mempekerjakan TKBM yang dibina oleh Koperasi TKBM Tuah 
Bumi Kartanegara dan apabila tidak memberdayakan atau 
mempekerjakan TKBM sesuai dengan kesepakatan tarif untuk 
kegiatan bongkar atau muat di TERSUS maupun TUKS yang berlaku 
maka Rencana Kegiatan Bongkar Muat (selanjutnya disingkat 
RKBM), tongkang yang akan melakukan kegiatan di TERSUS atau 
TUKS tidak dapat diberikan pelayanan. Akibat dari kesepakatan 3 
menteri tersebut TKBM yang ditunjuk mudah menaikkan atau 
menurunkan harga tanpa adanya pesaing. Dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
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Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU Anti 
Monopoli) hal tersebut dapat dikategorikan sebagai monopoli, karena 
TKBM tersebut tidak memiliki pesaing. 
Berdasarkan uraian di atas, isu hukum dalam pembahasan ini 
adalah kemungkinan terjadinya praktik monopoli dalam penggunaan 
TKBM oleh TKBM Tuah Bumi Kartanegara yang ada di wilayah Kutai 
Kartanegara. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka  penulis 
merumuskan  dua masalah yaitu : 
1. Apakah substansi SE UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016 sesuai 
dengan PP Angkutan Perairan dan Permenhub Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan 
Bongkar Muat Barang dari ke Kapal? 
2. Apakah pelaksanaan penyaluran tenaga kerja bongkar muat 
yang dilakukan oleh koperasi TKBM Tuah Bumi Kartanegara 
di pelabuhan batu bara dapat dikatagorikan sebagai praktik 
monopoli berdasarkan UU Nomor. 5 tahun 1999? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui hubungan antara SE UM.003/20/2/KSOP-
SMD-2016 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2010 tentang  Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
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Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang 
dari ke Kapal. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran tenaga kerja 
bongkar muat yang dilakukan oleh koperasi TKBM Tuah Bumi 
Kartanegara di pelabuhan batu bara. 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat 
menjadi referensi acuan mengenani penelitian lain yang terkait 
dengan SE No. UM. 003/20/2/KSOP-SMD-2016 di Kutai 
Kartanegara.  
2. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat 
menghasilkan rekomendasi untuk para pembuat kebjiakan 
khususnya tentang PBM dan TKBM agar tidak terjadi praktik 
monopoli usaha. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Persaingan Usaha  
1. Pengertian Hukum Persaingan Hukum Usaha 
Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan 
usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang 
berkaitan dengan persaingan usaha. Adapun istilah-istilah yang 
digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum 
persaingan usaha (competition law), yakni hukum antimonopoli 
(antimonopoly law) dan hukum antitrust (antitrus law).8 Untuk 
memperoleh pengertian yang lebih mendalam, perlu 
dikemukakan pengertian para ahli hukum persaingan usaha. 
Menurut Arie Siswanto, yang dimaksud dengan hukum 
persaingan usaha adalah instrumen hukum yang menentukan 
tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.9 Sedangkan 
menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang di maksud 
dengan Competition law adalah bagian dari perundang-
undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan 
pengabilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dari 
praktik anti persaingan.10 
                                                          
8 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hlm 1. 
9 Hermansyah, 2009, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: 
Kencana Prenda Media, hlm. 1. 
10 Ibid, hlm. 2. 
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Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Anti Monopoli, monopoli 
adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang 
dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau 
satu kelompok usaha. Dalam Pasal 1 Ayat (6) UU Anti 
Monopoli, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan 
antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan 
atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang 
ekonomi.11  
Tujuan utama UU Anti Monopoli di Indonesia yakni untuk 
mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan 
kekuatan pasar untuk memaksa konsumen membayar lebih 
mahal untuk produk dan pelayanan yang mereka dapatkan.  
Bagi dunia usaha, persaingan harus dipandang hal postif. 
Dalam teori ekonomi, persaingan usaha yang sempurna (perfect 
competition) adalah suatu kondisi di mana pasar sebagai suatu 
yang ideal. Ada tiga asumsi yang mendasar agar terjadi 
persaingan yang sempurna dalam suatu pasar tertentu, antara 
lain sebagai berikut:12 
                                                          
11   Lihat Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 6 UU Antimonopoli. 
12 Suyud Margono, 2013, Hukum Anti Monopoli, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 12. 
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a. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga 
atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga 
suatu produk dan jasa adalah pasar, hal ini berdasarkan 
kurva permintaan dan penawaran (supply and demand). 
Dengan demikian, pelaku usaha dalam persaingan 
sempurna tidak bertindak sebagai price maker, melainkan 
sebagai price taker. 
b. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah 
betul-betul sama (product homogeneity). Selanjutnya pelaku 
usaha mempunyai kebebasan untuk masuk atau keluar dari 
pasar (price mobility of resource).  
c. Konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang 
sempurna (perfect information) tentang berbagai hal, 
diantaranya adalah: 
 Kesukaan (preferences); 
 Tingkat pendapatan (income level); 
 Biaya dan teknologi yang digunakan untuk 
menghasilkan barang atau jasa. 
Namun berhubungan dengan praktik monopoli adalah 
lemahnya peranan hukum sebagai sarana pendorong kemajuan 
atau fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial yang menjadikan 
kekuatan konglomerat ekonomi di Indonesia dinilai tidak lepas dari 
fasilitas yang diberikan pemerintah dan berbagai proteksi lain. 
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Beberapa fakta di masa lalu menunjukan pemerintah 
memainkan peran cukup dominan dalam mendukung praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti:13 
a. Penunjukan perusahaan swasta sebagai produsen dan importir 
tunggal untuk mengolah biji gandum menjadi tepung terigu, dan 
mengizinkan perusahaan tersebut untuk masuk pada industri 
hilir, contohnya penunjukan PT Bogasari oleh Bulog. 
b. Pemerintah dengan sengaja telah membiarkan satu 
perusahaan menguasai pangsa pasar di atas 50% atas suatu 
produk, contohnya PT Indofood yang menguasai pangsa pasar 
mie instan di Indonesia lebih dari 50%. 
c. Pemerintah dengan sengaja telah membuat entry barrier bagi 
pemain baru di bidang industri tertentu, contohnya Mobil 
Nasional. 
Kondisi tersebut terjadi diakibatkan karena pemerintah saat 
itu  menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu 
ditumbuhkan agar berfungsi sebagai lokomotif pembangunan, 
karenanya perusahaan-perusahaan tersebut diberi perlakuaan 
khusus. Posisi khusus itu menyebabkan posisi dominan sehingga 
menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang yang sama. 
Pemerintah berorientasi pada pembangunan ekonomi, sehingga 
menyebabkan seluruh kebijakan ekonomi mendukung segala 
                                                          
13 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm.10. 
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aktivitas yang pada saat itu diharapkan dapat mendorong tingkat 
pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia sendiri baru memiliki 
aturan hukum dalam bidang persaingan usaha, setelah atas 
insisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, disusun Rancangan Undang-
Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. 
Agar memahami makna suatu aturan perundang-undangan, 
perlu disimak terlebih dahulu apa asas dan tujuan dibuatnya suatu 
aturan. Asas dan tujuan akan memberi refleksi bagi bentuk 
pengaturan dan norma-norma yang dikandung dalam aturan 
tersebut. Selanjutnya pemahaman terhadap norma-norma aturan 
hukum tersebut akan memberi arahan dan mempengaruhi 
pelaksanaan dan cara penegakan hukum yang akan dilakukan.14 
Asas dari UU Anti Monopoli sebagaimana diatur pada Pasal 2 
bahwa : 
“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya 
berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan 
keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan 
umum”. Asas Demokrasi Ekonomi tersebut merupakan penjabaran 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 
1945), dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang 
                                                          
14 Andi Fahmi Lubis et.all., Op.Cit., Hlm 14. 
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dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 
UUD 1945.15 
Adapun tujuan dari UU Anti Monopoli sebagaimana diatur pada 
Pasal 3 adalah untuk:16 
a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 
persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, 
pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; 
c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan  
d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.  
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada 
pokoknya tujuan Hukum Persaingan Usaha dapat dibagi ke 
dalam:17 
1) Tujuan langsung yaitu melindungi pesaing (competitor), 
persaingan (competition), dan konsumen (consumer);  
                                                          
15 Ibid., hal. 14. 
16  UU Anti Monopoli. 
17 Abdul Hakim G. Nusantara, et.all.,  2010, Litigasi Persaingan Usaha, Tangerang: 
PT. Telaga Ilmu Indonesia, hlm. 62. 
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2) Kedua, tujuan tidak langsung adalah pemerataan distribusi 
sumber-sumber ekonomi, perluasan kesempatan kerja, 
perlindungan lingkungan hidup, stabilitas sosial-politik, dan 
lain sebagainya. 
Terkait dengan paradigma tujuan Hukum Persaingan Usaha 
yang semestinya ditunjukan untuk melindungi persaingan usaha atau 
dengan kata lain ditunjukkan untuk melindungi mekanisme pasar 
(hukum supply and demand) itu sendiri sehingga otomatis akan 
melindungi seluruh stakeholders persaingan usaha (pelaku usaha, 
konsumen dan negara).  
Dalam pengaturan persaingan usaha ditetapkan norma 
larangan yang memiliki dua sifat atau pendekatan yang digunakan 
dalam melihat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha, yakni larangan 
bersifat Per Se (Per Se IIIegal) dan pendekatan larangan yang 
bersifat Rule of Reason. Dasar pikir kedua pendekatan ini, haruskah 
seseorang dihukum karena melakukan perjanjian atau perbuatan 
yang “dianggap” membahayakan persaingan? Di sisi lain, perlukah 
pembuktian dengan asumsi mahal, lama, dan sulit dilakukan akan 
adanya pengurangan atau perusakan persaingan terhadap suatu 
perjanjian atau perbuatan yang hampir pasti merugikan atau 
merusak persaingan? Dua pertanyaan inilah yang mendasari adanya 
pendekatan ini dengan ketentuan dalam hukum persaingan usaha 
yang mempunyai daya jangkau yang sangat luas sehingga 
16 
 
memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan apakah 
seseorang dinyatakan melanggar atau tidak melanggar hukum 
karena menghambat perdagangan.18 Namun, kedua pendekatan ini 
bertujuan akhir sama, yakni bagaimana tindakan pelaku usaha tidak  
menghambat persaingan sehingga inefisiensi dan merugikan 
konsumen dapat dihindari. 
2. Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason 
Pendekatan per se maupun rule of reason telah lama 
diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakkan tertentu dari pelaku 
bisnis melanggar UU Anti Monopoli. Pendekatan rule of reason 
adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas 
persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat 
perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau 
mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan per se illegal 
adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu 
sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang 
ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.19 
Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim 
tersebut juga digunakan dalam UU Anti Monopoli. Hal ini dapat 
dilihat dari ketentuan pasal-pasalnya, yakni pencantuman kata-kata 
                                                          
18 Ayudha D. Prayoga et.all (Ed), 2004, Persaingan Usaha dan Hukum yang 
Mengaturnya di Indonesia, Jakarta: Elips, hlm. 61. 
19 Giovani, 2016, Implementasi Kewajiban Melakukan Pemberitahuan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan Kepada KPPU, Skipsi, Sarjana Hukum, Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 39. 
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“yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata 
tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, 
apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang 
bersifat menghambat persaingan. Sedangkan penerapan 
pendekatan per se illegal biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal 
yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “...yang dapat 
mengakibatkan...”. oleh karena itu, penyelidikan terhadap beberapa 
perjanjian atau kegiatan usaha, misalnya kartel (Pasal 11) dan 
praktik monopoli (Pasal 17) dianggap menggunakan pendekatan rule 
of reason sedangkan pemeriksaan terhadap perjanjian penetapan 
harga (Pasal 5) dianggap menggunakan pendekatan per se illegal.20 
a. Pendekatan Per Se Illegal 
Suatu perilaku yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai 
per se illegal, akan dihukum tanpa proses penyelidikan yang 
rumit. Jenis perilaku yang ditetapkan secara per se illegal 
hanya akan dilaksanakan, setelah pengadilan memiliki 
pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni 
bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti 
persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa 
manfaat sosial. Pendekatan per se illegal ditinjau dari sudut 
proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena 
metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak 
                                                          
20  Ibid. 
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melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya 
memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari 
fakta di pasar yang bersangkutan.21 
Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan 
pendekatan per se illegal, yakni pertama, harus ditunjukan 
lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena 
keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai 
pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-
hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini 
dianggap fair, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan 
“tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat 
dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah 
mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. 
Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku 
usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus 
dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui, 
bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang 
tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku sah.22 
Pembenaran substantif dalam per se illegal harus 
didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut 
dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing 
lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan 
                                                          
21  Andi Fahmi Lubis et all, Op. Cit., hlm. 60. 
22 Ibid, hlm. 61 
19 
 
pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang 
harus diperhatikan oleh pengadilan, pertama adanya dampak 
merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, 
kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang 
dilarang.23 
b. Pendekatan Rule of Reason 
Berbeda halnya dengan per se illegal, penggunaan 
pendekatan rule of reason memungkinkan pengadilan untuk 
melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Dalam hal 
ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat, umpamanya, telah 
menetapkan layak atau tidaknya suatu standar rule of reason, 
yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-
faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu 
hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah 
hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau 
bahkan menghambat proses persaingan.24 
Masing-masing pola pendekatan tersebut mengandung 
keunggulan dan kelemahan, yang mungkin dapat menjadi 
bahan pemikiran untuk menerapkan salah satu pendekatan 
terhadap tindakan pelaku usaha yang diduga melanggar UU 
Anti Monopoli. Keunggulan rule of reason adalah 
                                                          
23 Ibid.  
24 Ibid, hlm.66. 
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menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi 
guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan 
pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Dengan 
perkataan lain, apakah suatu tindakan dianggap menghambat 
persaingan atau mendorong persaingan, ditentukan oleh: 
“...economic values, that is, with the maximization of 
consumer want satisfaction through th most effcient allocation 
and use resources...”.sebaliknya, jika menerapkan per se 
illegal, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap 
melanggar Undang-undang.25 
Dengan asas rule of reason ini dapat diketahui akibat 
yang tercipta karena tindakan atau perjanjian yang 
mengakibatkan persaingan tidak sehat dan praktik monopoli 
sehingga merugikan pihak lain. Dalam substansi UU Anti 
Monopoli umumnya mayoritas menggunakan pendekatan rule 
of reason. Penggunaan rule of reason tergambar dalam 
konteks kalimat yang membuka alternatif interpretasi bahwa 
tindakan tersebut harus dibuktikan dulu akibatnya secara 
keseluruhan dengan memenuhi unsur-unsur yang di tentukan 
dalam undang-undang apakah telah mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli ataupun praktik persaingan usaha tidak 
sehat.  
                                                          
25 Ibid.  
21 
 
UU Anti Monopoli dapat dan harus membantu dalam 
mewujudkan stuktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
33 UUD 1945. Dalam penjelasan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, 
dinyatakan bahwa “Ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan 
prinsip gotong royong”, termuat pikiran demokrasi ekonomi, yang 
dimaksudkan ke dalam Pasal 2 UU Anti Monopoli. Demokrasi ciri 
khasnya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk 
kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdi kepada 
kesejahteraan seluruh rakyat. Pikiran pokok tersebut termuat dalam 
Pasal 2, yang dikaitkan dengan huruf a dan huruf b dari 
pembukaannya, yang berbicara tentang pembangunan ekonomi 
menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD dan demokrasi 
ekonomi. Disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan 
peraturaan persaingan usaha untuk dapat mencapai tujuan 
demokrasi ekonomi. 
Persaingan akan mendorong setiap pelaku usaha untuk 
melakukan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang 
dan atau jasa dengan harga yang serendah-rendahnya sehingga 
apabila setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk paling efisien 
dalam rangka bersaing dengan pelaku usaha lain, maka pada 
gilirannya konsumen dapat memilih alternatif terbaik bagi barang 
dan atau jasa untuk kebutuhannya, sehingga menciptakan pula 
efisiensi bagi masyarakat sebagai konsumen. 
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UU Antimonopoli memuat tiga kategori tindakan-tindakan 
yang dilarang yaitu Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang 
dilarang dan Posisi Dominan. Dalam katagori perjanjian yang 
dilarang ditentukan ada 10 (sepuluh) tindakan yang tidak boleh 
dilakukan oleh pelaku usaha, yakni Oligopoli, Penetapan Harga, 
Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, 
Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, serta Perjanjian dengan 
Pihak Luar Negeri. Kategori yang kedua adalah kegiatan yang 
dilarang menurut UU Anti Monopoli yaitu Monopoli, Monopsoni, 
Penguasaan Pasar, dan Persekongkolan. Untuk kategori posisi 
Dominan, Jabatan Rangkap, Pemilikan Saham, serta 
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.26 
3. Pengertian Monopoli  
Dalam Black’sLaw Dictionary, monopoli diartikan sebagai 
control or advantage obtained by one supplier or producer over the 
commercial market within a given region. Definisi tersebut dalam 
bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kontrol atau keuntungan 
yang diperoleh salah satu pemasok atau produsen pasar komersial 
dalam suatu wilayah tertentu.27 Selanjutnya dalam Black’s Law 
                                                          
26  UU Anti Monopoli 
27 Terjemahan bebas. 
23 
 
Dictionary dikatakan “monopoly as prohibited by section 2 of the 
Sherman Antitrust Act, has two elements: 28 
1) Prossession of monopoly power in relevant market, 
2) Willful acquisition or maintenance of the power. 
Dalam pemaparan tersebut jelas bahwa monopoli yang 
dilarang oleh Sherman Act adalah monopoli yang bertujuan untuk 
menghilangkan kemampuan untuk melakukan persaingan, dan untuk 
tetap mempertahankannya.  
Hal ini memberikan konsekuensi dimungkinkan dan 
diperkenankannya monopoli yang terjadi secara alamiah, tanpa 
adanya kehendak dari pelaku usaha tersebut untuk melakukan 
monopoli. Section 2 dari Sherman Act memang lebih menekankan 
pada proses terjadinya monopolisasi dan bukan pada monopoli yang 
ada. Ada beberapa argumen yang dapat dikemukakan sehubungan 
dengan proses terjadinya monopoli secara ilmiah. Hal-hal tersebut 
antara lain meliputi hal-hal berikut:29 
a. Monopoli terjadi akibat dari suatu “superior skill”, yang salah 
satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara 
eksklusif oleh negara, berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil 
                                                          
28 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13. 
29 Ibid., hlm13-14. 
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riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada 
juga yang dikenal dengan istilah “trade secret”, yang meskipun 
tidak memperoleh eksklusifitas “pengakuan“ oleh negara, namun 
dengan teknologi “rahasia” nya mampu membuat suatu produk 
superior. 
b. Monopoli terjadi karena pemberian negara. Di Indonesia hal ini 
sangat jelas dapat di lihat dari pelaksanaan ketentuan Pasal 33 
Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 
1945 yang dikutip kembali dalam Pasal 51 UU Anti Monopoli. 
c. Monopoli merupakan suatu “ historical accident”. Dikatakan 
sebagai “historical accident” karena monopoli tersebut terjadi 
secara tidak sengaja, dan berlangsung karena proses alamiah, 
yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait di mana monopoli 
tersebut terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai pasar 
bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli menjadi 
sangat relevan.  
Dalam UU Anti Monopoli, pengertian monopoli dibedakan 
dari pengertian praktik monopoli. Pengertian “praktik monopoli” 
dikemukakan dalam Pasal 1 Angka 2 UU Anti Monopoli, yaitu: 
”pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha 
yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran 
atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan 
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persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan 
umum”.30 
Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku mempunyai 
kontrol eksklusif terhadap pemasokan barang dan jasa di suatu 
pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. 
Karena dalam pasar terdapat transaksi pembelian di samping 
penjualan, maka dapat dibedakan antara adanya monopoli berupa 
penjual tunggal, dan monopsoni.31 Dengan tidak adanya pesaing, 
monopoli atau monopsoni merupakan pemusatan kekuatan pasar 
di satu tangan, bila di samping kekuatan tunggal itu ada pesaing-
pesaing lain namun perannya kurang berarti, pasarnya bersifat 
monopolistis. Karena pada kenyataannya  monopoli sempurna 
jarang ditemukan, dalam praktiknya sebutan monopoli juga 
diberlakukan  bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar.  
Secara garis besar pengertian monopoli juga mencakup 
struktur pasar di mana terdapat beberapa pelaku usaha, namun 
karena perannya yang begitu dominan, maka dari segi praktis 
pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku 
usaha saja.32 Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa monopoli 
yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak 
                                                          
30  Lihat Pasal 17, Pasal 1 huruf c UU Anti Monopoli. 
31 Black Law Dictionary (Fifth Edition), St. Paul Minn West Publishing CO, 1979, page 
908 MONOPSONY. A condition of the market in which there is but one buyer for 
particular commodity. 
32 Suyud Margono, Op. Cit., hlm. 5-6. 
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merugikan kepentingan umum tidak dilarang, yang dilarang 
berdasarkan undang-undang ialah praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat.  
Pasar, sebagai tempat untuk bergeraknya roda ekonomi 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pelaku usaha baik sebagai 
produsen, distributor dan konsumen merupakan salah satu pihak 
yang memiliki peran terbesar dalam menentukan sehat atau 
tidaknya suatu pasar. Pasar yang terdistorsi mengakibatkan harga 
yang terbentuk di pasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan 
dan penawaran yang rill, di mana proses pembentukan harga 
dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen. Ini 
merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak 
sehat, akibatnya fatal yaitu dapat melumpuhkan perekonomian 
pelaku usaha, masyarakat luas, bahkan yang terbesar dapat 
melumpuhan suatu negara. 
Untuk menentukan relevansi atau kedudukan dari suatu 
pasar bersangkutan pada umumnya orang mencoba untuk 
mendekatinya melalui pendekatan sensitifitas produk tersebut 
dalam wilayah pemasaran produk yang sudah berjalan. Salah satu 
yang dapat dipakai adalah pendekatan “elasticity of demand”. Dari 
pendekatan tersebut dapat diketahui sampai seberapa jauh 
sensitifitas suatu produk terhadap perubahan harga. Berbagai 
pertimbangan, khususnya yang berhubungan dengan “karakteristik” 
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pasar yang berbeda satu dengan yang lainya juga dapat 
mempengaruhi. Oleh karena itu dikenal pula istilah, penentuan 
pasar geografis yang relevan untuk menilai kompetisi produk yang 
ada dalam pasar tersebut. 
Tidak ada suatu larangan bagi individu maupun badan 
hukum yang menjalankan usaha untuk mengembangkan usahanya 
menjadi besar, walaupun demikian hendaknya pengembangan 
usaha tersebut harus diikuti dengan cara yang layak dan benar. 
Pada dasarnya naluri dunia usaha memiliki  “general intent” untuk 
menjadi besar dan cenderung monopolistik. Pada pasar 
bersangkutan yang sudah jenuh, kehendak untuk menjadi besar 
terkadang dilaksanakan dengan cara yang dapat menyebabkan 
terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat jelas merupakan 
suatu pelanggaran terhadap ketentuan monopoli.33 
a. Jenis Pasar Monopol 
Selanjutnya ciri-ciri atau jenis pasar yang bersifat monopoli 
adalah:34 
 Ciri utama pasar ini adalah adanya sedikit penjual 
yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang 
sangat banyak, sehingga penjual tersebut bisa 
menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa 
                                                          
33 Ibid., hlm. 17. 
34 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 228-229. 
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yang akan dijual. Berapa jumlah barang yang akan 
dijual tergantung kepada keuntungan yang akan 
diraihnya, sehingga penjual akan menerapkan harga 
yang akan memberikan keuntungan tertinggi baginya; 
 Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang 
pengganti yang memiliki persamaan dengan produk 
monopolis; 
 Adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk ke 
dalam pasar. Hambatan itu sendiri, secara langsung 
maupun tidak langsung diciptakan oleh perusahaan 
yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli 
pasar. Perusahaan monopolis akan berusaha 
menyulitkan pendatang baru yang ingin masuk ke 
pasar tersebut, dengan berbagai cara, antara lain 
dengan cara menetapkan harga serendah mungkin. 
Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling 
rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran 
perusahaan baru yang memiliki modal kecil. 
Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu 
bersaing dengan perusahaan monopolis yang 
memiliki kekuatan pasar, image produk, dan harga 
murah, sehingga lama kelamaan perusahaan tersebut 
akan mati dengan sendirinya; 
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 Cara lainnya adalah dengan menetapkan hak paten 
atau hak cipta dan hak eksekutif pada suatu barang, 
yang biasanya diperoleh melalui peraturan 
pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten, perusahan 
lain tidak berhak menciptakan produk sejenis 
sehingga menjadikan perusahaan monopolis sebagai 
satu-satunya produsen di pasar 
 Dalam bentuk lain, monopoli juga dapat diartikan 
sebagai penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar 
atas suatu jenis komoditas tertentu oleh satu atau 
gabungan beberapa perusahaan. 
b. Dampak Negatif Monopoli 
Argumentasi sentral yang selama ini digunakan untuk 
menolak monopoli tampaknya jatuh sama dengan 
argumentasi untuk menerima persaingan. Persaingan 
lebih disukai karena kondisi ini mendorong alokasi 
sumber daya secara efisien. Dengan demikian, monopoli 
ditolak karena cenderung menghambat alokasi sumber 
daya secara efisien.  
Beberapa argumentasi lain yang juga sering 
dikemukakan untuk menolak monopoli adalah sebagai 
berikut:35 
                                                          
35 Arie Siswanto, Op. Cit., hlm.21 
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 Monopoli membuat konsumen tidak 
mempunyai kebebasan memilih sepenuhnya 
dikuasai produsen, secara praktis para 
konsumen tidak punya pilihan. Dengan kata 
lain, mau tidak mau konsumen harus 
menggunakan produk satu-satunya itu. 
 Monopoli membuat posisi konsumen menjadi 
rentan di hadapan produsen. Ketika produsen 
menempati posisi sebagai pihak yang lebih 
dibutuhkan daripada konsumen, terbuka 
peluang besar bagi produsen untuk merugikan 
konsumen melalui penyalahgunaan posisi 
monopolistiknya. Produsen menjadi bisa 
menentukan harga secara sepihak secara 
menyimpang dari biaya produksi rill. 
 Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi 
teknologi dan proses produksi. Dalam keadaan 
tidak ada pesaing, produsen lantas tidak 
memiliki motivasi yang cukup besar untuk 
mencari dan mengembangkan teknologi dan 
produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan 
proses produksi akan mengalami stagnasi. 
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c. Dampak Positif Monopoli 
Meskipun secara umum lebih sering dikemukakan 
bahwa monopoli itu negatif, apabila dilihat ternyata ada 
pula aspek positif yang bisa ditemukan dari monopoli. 
Beberapa aspek  positif monopoli akan dikemukakan 
sebagai berikut:36 
 Monopoli bisa memaksimalkan efisiensi 
pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu. 
Apabila sumber daya alam minyak bumi dikelola 
oleh satu unit usaha tunggal yang besar, maka 
ada kemungkinan bahwa biaya-biaya tertentu bisa 
dihindari.  
 Monopoli bisa menghindarkan duplikasi fasilitas 
umum. Ada kalanya bidang usaha tertentu akan 
lebih efisien bagi publik apabila dikelola hanya 
oleh satu perusahaan. Jika distribusi air minum 
diberikan kepada lebih dari satu perusahaan yang 
saling bersaing, yang mungkin terjadi adalah 
mereka akan membangun sendiri instalasi 
(penampungan, pipa-pipa) air minum mereka. Dari 
sisi kepentingan publik, duplikasi fasilitas air 
                                                          
36 Ibid., hlm. 20. 
32 
 
minum itu bisa dianggap sebagai suatu yang 
kurang efisien. 
 Dari sisi produsen, monopoli bisa menghindarkan 
biaya diferensiasi. Jika terjadi persaingan, setiap 
perusahaan yang bersaing akan saling mencoba 
merebut konsumen dengan banyak cara. Setiap 
perusahaan juga akan cenderung membuat 
produk mereka bisa dibedakan dari produk 
perusahaan lain. Dalam hal terjadi monopoli, 
kedua macam biaya tersebut tidak relevan. Karena 
perusahaan akan selalu berada pada pihak yang 
lebih dibutuhkan oleh konsumen. 
 Monopoli bisa digunakan sebagai sarana untuk 
melindungi sumber daya tertentu yang penting 
bagi masyarakat luas dari eksploitasi yang 
semata-mata bersifat profit-motive. 
Persaingan lebih disukai karena kondisi ini 
mendorong alokasi sumber daya secara efisien. Dengan 
demikian monopoli ditolak karena cenderung menghambat 
alokasi sumber daya secara efisien. 
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B. Perusahaan Bongkar Muat dan Tenaga Kerja Bongkar Muat 
Kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam 
laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah peradaban 
manusia sejak zaman prasejarah hingga zaman modern saat ini 
dalam perjalanan manusia mengenal dan menguasai teknologi, laut 
semakin disadari merupakan media yang sangat penting dalam 
berbagai kegiatan manusia, sebagai sumber energi yang dapat 
memberikan manfaat ekonomi dan dapat menyejahterakan umat 
manusia.37 
Melihat kenyataan bahwa kondisi geografis Indonesia 
merupakan negara kepulauan, dimana daerah perairan jauh lebih 
luas dibanding daratannya, maka sudah merupakan hal wajar 
apabila pembangunan dan pengaturan transportasi laut dewasa ini 
perlu mendapat perhatian besar. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas 
di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan 
memindahkan barang kargo maupun penumpang kedalamnya. 
Pada dasarnya kecenderungan sistem pengelolaan pelabuhan 
sejalan dengan tatanan, arah, sasaran, dan tuntutan pelayanan 
pelabuhan serta perkembangan pola distribusi dan transportasi 
barang dibutuhkan adanya aliansi stategis antara penyelenggara 
pelabuhan (PT Pelindo) dalam upaya meningkatkan produktivitas 
                                                          
37 Andi Iqbal Burhanuddin, 2015, Poros Maritim Dunia, Yogyakarta: Deepublish, hlm 2. 
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salah satunya Perusahaan Bongkar Muat (selanjutnya disingkat 
PBM) dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).38  
1. Pengertian Perusahaan Bongkar Muat 
Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah sebuah 
perusahaan yang berbadan hukum biasanya berbentuk 
Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT). Kegiatan utama 
PBM adalah dalam bidang bongkar muat barang dari dan/atau 
ke kapal yang beroperasi di pelabuhan atau perairan. 
Pembongkaran yang dilakukan dari dalam palka kapal yang 
beroperasi di pelabuhan atau perairan. Pembongkaran yang 
dilakukan dari dalam palka kapal ke pelabuhan atau sebaliknya 
disebut stevedoring, selanjutnya pemindahan barang atau 
muatan dari dermaga ke dalam gudang penyimpanan atau 
stockpile atau sebaliknya disebut dengan Cargodoring 
sedangkan pengembalian barang dari gudang stockpile ke atas 
truk maupun sebaliknya disebut dengan receving/ delivery.39 
Peran PBM hanya menyediakan jasa alat untuk kegiatan 
bongkar muat dari gudang ke kapal dan/atau dari kapal ke 
gudang. 
                                                          
38 “Peranan dan Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat dalam Pengangkutan 
barang di Laut” diakses dari  
www.researchgate.net/publication/42354400_Peranan_dan_Tanggung-Jawab-
Perusahaan_Bongkar_Muat_Pengakutan_Barang_Di_Laut pada 17 November 2015 
pukul 13.20 WITA.  
39 “Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Jepara” diakses dari  
http://pelayaranjepara.blogspot.co.id/2015/03/perusahaan-bongkar-muat-pbm-
jepara.html. pada 31 maret 2015 pukul 13.22 WITA. 
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2. Pengertian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat  
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 
merupakan pelaku ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah. 
Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan 
ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Terdapat 
dualisme dalam koperasi. Yakni, sebagai sokuguru 
perekonomian nasional, maksudnya koperasi sebagai suatu 
sistem ekonomi yang dicita-citakan, sebagaimana yang 
tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 
Koperasi merupakan bentuk kerjasama dengan asas 
kekeluargaan. Sistem ekonomi dijadikan tidak semata-mata 
melalui persaingan, melainkan melalui kerjasama atau 
koperasi.  
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (UU Perkoperasian), dengan tegas koperasi 
dinyatakan sebagai gerakan ekonomi rakyat:40 
“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seoraang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan” 
Menurut undang-undang ini, anggota koperasi memiliki 
kewajiban untuk berpartisipasi terhadap usaha yang dijalankan 
koperasi. Dalam Pasal 17 Ayat (1) anggota koperasi 
didefinisikan sebagai pemilik usaha dan pengguna jasa  
                                                          
40 Lihat Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian. 
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koperasi. Selain itu, rapat anggota merupakan kekuasaan 
tertinggi dalam koperasi. Dalam bab modal dijabarkan 
mengenai modal-modal kapital koperasi diantaranya modal 
simpanan, hibah, dan modal penyertaan, dimana tidak 
ditekankan manakah modal yang paling penting dalam 
koperasi. Selain itu, Motif keuntungan di akui dalam peraturan 
itu. 
Undang-undang ini jelas mengakomodasi koperasi 
sebagai gerakan ekonomi rakyat, karena kembali ditegaskan 
bahwa bukan modal yang utama, melainkan kerja sama antara 
anggota. Terlebih lagi, pemerintah, menurut undang-undang ini, 
dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah 
yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak 
diusahakan badan usaha lainnya.41 
a. Sejarah Pengorganisasian TKBM  
Di Indonesia, upaya menghimpun buruh pelabuhan ke 
dalam suatu wadah telah dimulai pada tahun 1964, hal 
tersebut ditandai dengan diberlakukannya Keputusan 
Bersama Menteri Perhubungan Laut Nomor TH.1/21/18 dan 
1/21/18 dan Menteri Perumaan Nomor 211/Tahun 1964 
                                                          
41 Pasal 63 Ayat (1) huruf b. 
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pada tanggal 9 Desember 1964.42 Untuk membentuk suatu 
pool buruh. Pool buruh inilah yang kemudian akan 
mewadahi para Buruh Pelabuhan Terdaftar (BUPELTA). 
Pembentukan Pool Buruh ini bertujuan untuk 
menyelenggarakan kesejahteraan sebagai salah satu aspek 
dari “mental investment” berupa pembentukan tenaga-
tenaga yang berkeahliaan dan bermental sehingga mampu 
menjalankan tugasnya dengan baik”. Melalui Keputusan 
Bersama Menteri Perhubungan Nomor P.26/3/13/PHB dan 
Menteri Tenaga Kerja Nomor 71/MTK/1960 tertanggal 6 
Juni 1969, dibentuk suatu wadah yang menegaskan sifat 
sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar 
muat barang di pelabuhan, yang disebut sebagai Badan 
Usaha Karya, untuk menggantikan pool Buruh.43 
Badan Usaha Karya yang disingkat YUKA dikenal 
dalam ketentuan hukum saat itu, hal tersebut disahkan 
melalui Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Nomor 
PM. 1/05/PHB-78 dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi 
dan Koperasi Nomor KEP.08/MEN/1978 tentang 
Pembentukan Yayasan Usaha Karya tertanggal 10 Januari 
1978. Yayasan Usaha Karya kemudian didirikan pada 17 
                                                          
42 “Sejarah pengkoperasian TKBM” diakses dari 
WWW.sptkbm.blogspot.co.id/2011/11/koperasi-tkbm-selayang-pandang.html?m=1. Pada 
05 November 2011 pukul 13.33. 
43 Ibid. 
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Maret 1978 dengan Akte Notaris GHS. L. Tobing, S.H. di 
Jakarta Nomor 43, serta dicantumkan dalam Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1978 
yang diumumkan pada 2 Mei 1978 Nomor 35. YUKA, yang 
memiliki cabang-cabang di tiap pelabuhan Indonesia.44 
Setelah beroperasi selama kurang lebih delapan 
tahun, pada 3 September 1986, atas dasar Keputusan 
Bersama Menteri Perhubungan Nomor 
KM.130/KP.803/PHB.86 dan Menteri Tenaga Kerja Maka 
Yuka dibubarkan. Pembubaran ini mengakibatkan struktur 
usaha bongkar muat menjadi berubah secara signifikan. 
Jika sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 
Tahun 1985 (selanjutnya disingkat inpres) perusahaan 
pelayaran adalah pengguna sekaligus penyedia jasa 
bongkar muat, dengan menggunakan buruh dari Yuka, 
namun setelah dikeluarkannya Inpres tersebut diatas, 
stuktur usaha bongkar muat dibentuk oleh penyedia jasa 
yaitu PBM dan yang akan mempekerjakan TKBM.45 
Instruksi Bersama Menteri Perhubungan Nomor 
IM.2/HK.601/PHB-1989 dan Menteri Tenaga Kerja Nomor 
INS: 03/MEN/1989 tentang Pembentukan Koperasi di Tiap 
Pelabuhan Sebagai Pengganti Yayasan Usaha Karya 
                                                          
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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(YUKA). Dalam Konsiderannya dinyatakan bahwa setelah 
likuidasi YUKA diselesaikan, “Perlu segera dibentuk wadah 
pengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat sebagai Pengganti  
Yayasan Usaha Karya (YUKA)” untuk itulah diinstruksikan, 
khususnya kepada para administrator pelabuhan dan kepala 
pelabuhan, dalam diktum pertama “membentuk wadah 
pengeloloa TKBM di Tiap Pelabuhan sebagai pengganti 
YUKA, berbentuk koperasi”. Namun, berhubung badan 
hukum koperasi hanya dapat didirikan oleh perseorangan 
yang menjadi anggotanya, maka diktum tersebut segera 
diikuti oleh diktum Kedua yang menyatakan bahwa 
“Koperasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama 
didirikan oleh TKBM di tiap pelabuhan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku”. Maka semenjak itu mulai dikenal 
keberadaan Koperasi TKBM sebagai pengganti cabang-
cabang Yuka di tiap pelabuhan.46 
Selama dibentuk dari tahun 1989 hingga saat ini 
koperasi TKBM telah membantu pemerintah dalam 
melancarkan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke 
pelabuhan. Pentingnya TKBM ini dapat dilihat dari Pasal 81 
PP Angkutan Perairan yang menentukan:47 
                                                          
46 Ibid. 
47 Lihat Pasal 81 PP Angkutan Perairan. 
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1. Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (2) 
dilaksanakan dengan menggunakan peralatan 
bongkar muat oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat. 
2. Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 harus memenuhi kompetisi di bidang bongkar 
muat. 
3. Tenaga Kerja Bongkar Muat sebagaimana dimaksud 
ayat 1 harus memenuhi kompetensi di bidang bongkar 
muat. 
4. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bongkar 
muat di Pelabuhan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
atau Badan Hukum Indonesia dapat 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di 
bidang bongkar muat sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
TKBM memiliki peran pokok dalam pencapaian 
kinerja kegiatan bongkar muat barang, serta gambaran 
umum tentang Sumber Daya Manusia yang sangat berperan 
pada seluruh aktivitas di pelabuhan. Di samping itu juga 
diperlukan kebijakan strategis dalam pengelolaan dan 
pembinaan TKBM sejalan dengan arah kebijakan 
pengelolaan pelabuhan kedepan dengan peralatan yang 
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semakin modern. Pembinaan sangat dibutuhkan agar TKBM 
bukan hanya menjadi buruh terampil namun juga menjadi 
tenaga skill atau operator alat. Hal tersebut sangat  
memerlukan pendidikan dan pelatihan secara intensive dan 
terus menerus. 
Pasal 1 Angka 2 Permenhub No 60 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar dan 
Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, 
menyatakan bahwa:48  
“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai 
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan 
yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik 
turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa 
terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan 
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan 
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan 
intra dan antarmoda transportasi”. 
Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam 
pelabuhan terdapat suatu terminal dan tempat berlabuh kapal untuk 
melaksanakan kegiatan di pelabuhan. Untuk menunjang kegiatan 
                                                          
48 Permenhub No 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan 
Bongkar dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal 
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usaha tertentu untuk suatu kepentingan sendiri, maka dapat di 
bangun terminal sebagai berikut: 
1) Terminal Khusus  
Dalam Pasal 1 Angka 21 UU Pelayaran pengertian Terminal 
Khusus (TERSUS) adalah terminal yang terletak di luar Daerah 
Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan 
Pelabuhan (DLKP) yang merupakan bagian dari pelabuhan 
terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan 
usaha pokoknya. 
2) Terminal untuk Kepentingan Sendiri 
Dalam Pasal 1 Angka 22 UU Pelayaran pengertian Terminal 
untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) adalah terminal yang 
terletak di dalam DLKR dan DLKP yang merupakan bagian dari 
pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan 
usaha pokoknya. 
Dalam Pasal 102 UU Pelayaran terdapat tujuan dibentuknya 
TERSUS dan TUKS yaitu:49 
a. Untuk menunjang kegiatan tertentu di Luar Daerah 
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan 
pelabuhan dapat dibangun terminal khusus. 
                                                          
49 UU Pelayaran 
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b. Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah 
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan 
Pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan 
sendiri. 
Suatu pelabuhan dalam menjalankan fungsi dan aktivitas 
harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan (sefety 
and security) untuk melindungi kapal, muatan, fasilitas jasa, dan 
instalasi vital yang berlokasi, dilayani, serta dioperasikan di 
pelabuhan. Ketersediaan pelabuhan laut adalah tempat berangkat 
dan tiba bagi kapal/sarana angkut yang menjembatani pelabuhan-
pelabuhan domestik maupun internasional. Pelabuhan laut 
memfasilitasi alih muat barang antarsistem angkutan domestik 
hingga internasional, sehingga mobilisasi barang masuk dan/atau 
keluar suatu negara berlangsung cepat dan seefisien mungkin.50 
Pelabuhan laut sebagai lingkungan kegiatan pengusahaan 
dan pemerintahan mempunyai batas-batas teritorial. Di Indonesia 
adalah DLKR dan DLKP. Batas antara DLKR dan DLKP ditetapkan 
dengan koordinat geografis untuk memastikan wilayah hukum serta 
keamanan pelabuhan. Daratan dan/atau perairan DLKR dan DLKP 
ditetapkan oleh pemerintah dan dikuasai negara. Pada DLKR berupa 
                                                          
50 Lasee, 2014, Manajemen Muatan Aktivitas Rantai Pasok di Pelabuhan, Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, hlm. 404. 
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daratan dengan batas geografis tertentu, diberikan hak pengelolaan 
atas tanah.51 
DLKR pelabuhan terdiri atas:52 
a. Wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas 
pokok dan fasilitas penunjang; dan 
b. Wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur 
pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, 
kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah 
gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan 
kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. 
DLKP pelabuhan adalah perairan pelabuhan di luar DLKR, 
perairan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke 
pelabuhan, keperluan keadaan darurat, area pengembangan 
pelabuhan jangka panjang, lokasi penempatan kapal kapal mati, 
perairan sea trial kapal, perairan wajib pandu, fasilitas 
pembangunan dan pemeliharaan kapal.53  
Sebenarnya tidak terdapat aturan khusus dari PP Angkutan 
Perairan maupun Permenhub No 60 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari 
dan ke Kapal, untuk menggunakan satu TKBM di dalam pelabuhan. 
                                                          
51 Ibid, hlm. 407 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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Namun kenyataannya terindikasi adanya praktik monopoli dalam  
surat edaran yang dikeluarkan berdasarkan kesepakataan tiga 
menteri yang mengharuskan perusahaan-perusahaan bongkar 
muat batu bara menggunakan TKBM yang telah ditunjuk 
pemerintah dalam hal ini diwakili Syahbandar. Berikut surat edaran 
tersebut: 
“Surat Edaran No. UM.003/ 20/ 2/ KSOP-SMD-2016 tentang 
Kewajiban Menggunakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan 
Tenaga Kerja Bongkar muat (TKBM) untuk Kegiatan Bongkar Muat 
Batubara di Seluruh Jety TUKS/ TERSUS di Wilayah DLKP/DLKR 
Pelabuhan Samarinda dan Wilayah Kutai Kartanegara.”  
Dalam Pasal 80 Ayat (2) PP Angkutan Perairan yang diatur:54 
“Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus 
untuk bongkar muat barang di pelabuhan”. 
Dalam Pasal 3 Permenhub No 60 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari 
dan ke Kapal, sebagai berikut:55 
a. Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dilaksanakan 
                                                          
54 Lihat Pasal 80 Ayat (2) PP Angkutan Perairan. 
55  Lihat Pasal 3 Permenhub No 60 Tahun 2014. 
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dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh tenaga 
kerja bongkar muat di Pelabuhan. 
b. Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin 
keselamatan kerja. 
c. Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang 
dibuktikan dengan sertifikat. 
d. Ketentuan mengenai kelaikan peralatan bongkar muat dan 
kompetensi tenaga kerja bongkar muat serta pembinaan dan 
penataan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, diatur 
dengan Peraturan Menteri tersendiri. 
Dalam pemaparan di atas  berarti tidak ada aturan khusus 
yang mengaruskan pemerintah dalam hal ini diwakili syahbandar 
untuk menunjuk hanya satu TKBM yang boleh beroperasi dalam 
pelabuhan. Syahbandar di sini adalah pejabat pemerintah di 
pelabuhan yang diangkat menteri dan memiliki kewenangan 
tertinggi untuk menjalankan atau melakukan pengawasan terhadap 
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan. TERSUS adalah 
terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja (DLKR) dan 
atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP), yang 
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merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani 
kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.  
SE NO. UM. 003/20/2/KSOP-SMD-2016 lahir  dari 
kesepakatan tiga Menteri Perhubungan yang menyatakan bahwa 
pemberdayaan TKBM yang tergabung dalam wadah Koperasi 
TKBM Tuah Bumi Kartanegara adalah implementasi dari 
kesepakatan rapat di kantor Ditjen Hubla Jakarta pada tanggal 5 
Juni 2009. Selanjutnya dalam Surat Edaran juga dinyatakan bahwa 
pemilik/pengeloa TERSUS atau TUKS wajib memberdayakan atau 
mempekerjakan TKBM yang dibina oleh Koperasi TKBM Tuah 
Bumi Kartanegara sesuai dengan kesepakatan Tarif OPP/OPT 
untuk kegiatan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM), TB/ 
tongkang yang akan melakukan kegiatan di TERSUS dan atau 
TUKS untuk sementara tidak dapat diberikan pelayanan sesuai 
hasil rapat tanggal 23 Desember 2009 dan dipertegas dengan hasil 
rapat tanggal 6 Oktober 2016 di kantor PT. Pelindo IV Samarinda 
yang dipimpin langsung oleh Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan 
(KSOP). Hal tersebut  dianggap pengusaha batu bara sebagai 
tindakan monopoli dari pemerintah, karena dengan adanya SE NO. 
UM. 003/20/2/KSOP-SMD-2016 TKBM Tuah Bumi Kartanegara 
yang ditunjuk menjadi tidak memiliki pesaing dan mudah bagi 
TKBM Tuah Bumi Kartanegara untuk menaikkan atau menurunkan 
harga tanpa rasa takut adanya pesaing yang berarti dan juga 
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pengusaha menderita kerugian karena membayar 2 kali gaji buruh, 
yaitu buruh yang memang telah dipekerjakan di pelabuhan TUKS 
atau TERSUS dan buruh TKBM Tuah Bumi Kartanegara yang 
ditunjuk pemerintah. Karena dalam SE NO. UM.003/20/2/KSOP-
SMD2016 apabila perusahaan tidak menggunakan TKBM Tuah 
Bumi Kartanegara maka kegiatan bongkar muat batu bara tidak 
dapat diberikan pelayanan dan atau dihentikan untuk sementara 
waktu. Hal ini dianggap sangat merugikan bagi para pengusaha 
batu bara, karena tentu saja jika perusahaan menolak untuk 
mematuhi surat edaran tersebut mereka akan menderita kerugiaan 
secara materil.  
Dikaitkan dengan penunjukan oleh pemerintah berpotensi 
menyebabkan praktik monopoli yang terdapat dalam Pasal 17  UU 
Anti Monopoli sebagai berikut:56 
1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat 
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 
atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila; 
                                                          
56 Lihat Pasal 17 UU Anti Monopoli. 
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a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 
substitusinya; atau 
b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang 
sama; atau  
c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 
menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 
Dalam pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
TKBM Tuah Bumi Kartanegara menguasi 100%  pangsa 
pasar, karena TKBM tersebut memang tidak memiliki 
pesaing.  
C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (selanjutnya 
disingkat KPPU) adalah lembaga publik, penegak dan 
pengawas pelaksana UU Anti Monopoli, serta wasit independen 
dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan 
dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  
Perlu ditekankan bahwa melalui wewenang pengawasan 
yang dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan 
mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisien produksi, 
konsumsi, dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan 
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kesejahteraan rakyat. Terkait dengan itu, maka tugas dan 
wewenang KPPU sebagaimana ditentukan dengan jelas dan 
tegas baik dalam UU Anti Monopoli,  maupun dalam Keputusan 
Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999  tentang 
Komisi Perasingan Usaha adalah instrumen hukum yang 
mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan sistem 
ekonomi pasar yang mendorong efisiensi produksi, konsumsi, 
dan alokasi.57 Dilihat dari tugas dan kewenangan KPPU 
tersebut, tampak seperti layaknya Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha di negara-negara lain, KPPU juga diberikan 
kewenangan dan tugas yang sangat luas yang meliputi wilayah 
eksekutif, yudikatif, legislatif, serta konsultatif. Sehingga banyak 
pihak berpendapat, melihat tugas dan kewenangannya di atas, 
KPPU dapat dikatakan bersifat multifungsi karena memiliki 
wewenang sebagai investigator (investigative function), 
penyidik, pemeriksa, penuntut (prosececuting function), 
pemutus (adjudication function), maupun fungsi konsultatif 
(consultative function). Tetapi, sebagaimana dengan karakter 
yang khas dalam hukum persaingan usaha, maka KPPU 
dikatakan sebagai lembaga quasi judicial (kuasa yudikatif) yang 
artinya lembaga penegak hukum yang mengawasi persaingan 
usaha. Walaupun demikian, beberapa kalangan berpendapat 
                                                          
57 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm 548. 
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bahwa KPPU bukan lembaga yudisial ataupun penyidik. KPPU 
adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah persaingan usaha, karena peran 
multifunctions serta keahlian yang dimilikinya mampu 
mempercepat proses penangan perkara.  
Kewenangan legislatif pada KPPU adalah  kewenangan 
untuk menciptakan peraturan, baik secara internal mengikat 
para anggota dan pegawai administratif maupun eksternal 
kepada publik,58 misalnya dengan menerbitkan peraturan 
komisi sebagai guidelines, tata cara prosedur penyampaian 
laporan, dan penanganan perkara. Oleh karena kedudukannya 
yang multifungsi yang tidak biasa kita kenal dalam sistem 
hukum di Indonesia, maka kedudukan KPPU dapat ditafsirkan 
bertindak ultra vires59 dan berlindung di balik ketentuan 
undang-undang. Sebenarnya kedudukan independen dan 
administrasi seperti KPPU tidak dapat dikaji hanya dengan 
melihat kepada siapa badan ini bertanggung jawab atau 
bagaimana sistem keuangan anggarannya, tetapi sebagaimana 
badan serupa di berbagai negara lainnya, maka 
independenisasi KPPU harus dilihat dari segi putusan 
hukumnya yang dalam proses pengambilannya tidak dapat 
                                                          
58 Lihat Pasal 35 huruf f UU Anti Monopoli. 
59 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit, hlm. 549. Periksa juga, Hendry Campbell, Black’s 
Law Dictionary, Definition of the Term and Pharases of American and English 
Jurisprudence, Ancient  and Modern, St. Paul Minnesota, West Publishing Co, 1990, hlm 
1057. 
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dipengaruhi oleh badan lainnya (termasuk yudikatif maupun 
eksekutif). Dalam hal ini KPPU memang dikatakan lembaga 
yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, dan 
dalam pertanggungjawaban kinerjanya KPPU memberikan 
laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara 
berkala.60 Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam ketentuan 
Pasal 35 dan Pasal 36 UU Anti Monopoli.  
2. Tugas KPPU 
Dalam rumusan Pasal 35 dikatakan bahwa tugas Komisi 
meliputi:61 
a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat; 
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau 
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat; 
c. Melakukan penilaian ada atau tidak adanya 
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat, termasuk didalamnya 
rumusan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Anti Monopoli 
                                                          
60 Susanti Adi Nugroho,  Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha dalam 
Litigasi Persaingan Usaha, CFISEL Litigation Series, hlm. 177. 
61  Lihat  Pasal 35 UU Anti Monopoli.  
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yang secara tidak langsung memberikan “tugas” kepada 
Komisi untuk memantau terjadinya penggabungan atau 
peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham 
suatu perusahaan, yang patut diduga akan 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat; 
d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenangnya; 
e. Memberikan saran dan pertimbangan Kebijakan 
Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat; 
f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan 
dengan UU Anti Monopoli; 
g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja 
Komisi kepada Presiden dan dewan Perwakilan Rakyat. 
Pasal 35 huruf e UU Anti Monopoli hanya membatasi 
tugas komisi untuk memberikan saran atau rekomendasi dan 
pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan 
dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
Ketentuan ini hendaknya dapat di perluas juga untuk 
menjangkau pelaku usaha sebelum melakukan suatu 
tindakan usaha atau transaksi tertentu. Dalam hal ini, pelaku 
usaha dapat meminta KPPU untuk melakukan evaluasi atas 
perilaku usahanya dari sisi persaingan usaha, dan kemudian 
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KPPU dapat memberikan saran (rekomendasi) kepada 
pelaku usaha apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan 
prinsip persaingan usaha. Hal ini berguna sebagai tindakan 
preventif sekaligus meminimalisir perkara yang masuk ke 
KPPU.62 
Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari tugas yang 
diberikan dalam huruf d, dalam  
3. Wewenang KPPU 
Pasal 36 UU Anti Monopoli  dijabarkan wewenang 
komisi sebagai berikut:63 
a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku 
usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan 
atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 
b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan 
usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat; 
c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap 
kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan 
                                                          
62 Wahyuni, 2010, Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation), dalam CFISEL 
Litigatipn Series, hlm. 48-49. 
63 Lihat Pasal 65 UU Anti Monopoli. 
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usaha tidak sehat yang dilaporkan masyarakat atau oleh 
pelaku usaha atau yang di temukan Komisi sebagai dari 
hasil penelitiannya; 
d. Menyimpulkan hasil penyidikannya dan atau 
pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat; 
e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap ketentunan UU Anti Monopoli; 
f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan 
setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran 
terhadap UU Anti Monopoli; 
g. Meminta penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,  
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud 
huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi 
panggilan komisi; 
4. Fungsi KPPU 
Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: 
a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan 
penyalahgunaan posisi dominan. 
b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksana kegiatan. 
c. Pelaksanaan administratif. 
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5. Sanksi Administratif 
Selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 
36 UU Anti Monopoli, KPPU juga berwenang untuk 
melakukan tindakan administratif. Sanksi dalam penanganan 
Perkara Pada KPPU diatur dalam Bab VIII mulai dari Pasal 
47-49 UU Anti Monopoli. Ada tiga sanksi yang diberikan oleh 
KPPU apabila pelaku usaha terbukti melakukan praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantaranya, 
Tindakan Administratif, Pidana Pokok, dan Pidana 
Tambahan.  
Pelanggaran terhadap kegiatan Oligopoli, Pembagian 
Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi 
Vertikal, perjanjian yang dilarang oleh Pihak Luar Negeri, 
Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar, Posisi dominan, 
Pemilikan Saham serta Penggabungan, Peleburan dan 
Pengambilalihan, diancam pidana denda serendah-
rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 
dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus 
miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda 
selama-lamanya 6 (enam) bulan.64  
Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan 
Penetapan Harga, Perjanjian Tertutup, Jual Rugi, Melakukan 
                                                          
64 UU Anti Monopoli 
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kecurangan dalam menetapkan biaya produksi, 
Persekongkolan, dan Jabatan Rangkap dalam UU Anti 
Monopoli diancam pidana serendah-rendahnya Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya 
Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau 
pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) 
bulan.65 
Untuk pelanggaran terhadap pelaku usaha yang 
menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang 
diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau 
menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan 
dalam penangan perkara maka, dalam UU Anti Monopoli 
Pasal 48 diancam pidana denda serendah-rendahnya 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-
tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau 
pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan.66 
 
 
 
 
 
                                                          
65 Ibid 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan tipe 
penelitian hukum normatif  yaitu penelitian hukum yang meletakkan 
hukum sebagai sistem norma.67 Penulis menggunakan tipe 
penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian 
hukum doktrinial yakni yang berfokus pada peraturan yang tertulis 
(law in book). Penelitian ini menganalisis tentang SE. 
UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016, yang berpotensi menimbulkan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
B. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan undang-undang (statude approach) yang 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 
yang bersangkut dengan isu hukum, pendekatan konseptual yang 
dilakukan dengan mengkaji mengenai kasus praktik monopoli 
dalam hal penunjukan satu TKBM dalam pelabuhan TERSUS dan 
atau TUKS di wilayah Kutai Kartanegara. 
Pendekatan konseptual dilakukan untuk mencari konsep-
konsep yang berkaitan dengan masalah yang dikaji jika konsep 
                                                          
67 Peter Mahmud Marzuki, 2005,  Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Grup, hlm.35. 
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tersebut tidak terdapat dalam perundang-undangan. Konsep-
konsep tersebut diteliti dari pendapat ahli hukum (doktrin hukum). 
Pendekatan konseptual ini dimaksudkan untuk memahami secara 
mendalam makna atau konstuksi hukum yang ada dalam 
perundang-undangan. Misalnya konsep generic term dan 
secondary meaning. 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 
terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau 
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan 
hakim. bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam 
penulisan ini terdiri dari perundang-undangan. Adapun 
peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu: 
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat; 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran; 
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 20 
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 
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d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan 
Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal; 
e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar 
Muat Barang dari dan ke Kapal;  
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin, 
teori-teori yang di peroleh dari literatur hukum, hasil penelitian, 
artikel ilmiah, maupun webside yang terkait dengan penelitian.68 
Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu buku-buku 
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan 
dengan isu hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat khususnya mengenai kegiatan yang 
dilarang yaitu mengenai monopoli. 
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum 
Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang 
digunakan, maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi: 
1. Proses pengumpulan bahan hukum primer 
                                                          
68 “Data Sekunder dalam Penelitian Hukum Normatif” diakses dari  
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-
hukum-normatif/ pada 9 Agustus 2014 pukul 11.20 WITA. 
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Dalam hal penelitian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statutory approach), dilakukan dengan 
cara menelaah kasus dugaan praktik monopoli dalam SE 
UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016. 
2. Proses pengumpulan bahan hukum sekunder 
Dalam hal penelitian ini dilakukan terhadap publikasi 
mengenai hukum yang berhubungan dengan kegiatan yang 
dilarang khususnya mengenai monopoli. 
E. Analisis Bahan Hukum 
Bahan yang diperoleh melalui kegiatan penelitian akan 
dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan 
sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya mengenai 
monopoli. Dari hasil analisis ini, penyusun menarik kesimpulan 
untuk menjawab isu mengenai dugaan praktik monopoli dalam SE 
UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016. Kemudian analisis ini diakhiri 
dengan saran yang seharusnya dilakukan terhadap isu adanya 
dugaan praktik monopoli dalam Surat Edaran diatas. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis hubungan antara SE No. UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016 
dengan PP Angkutan Perairan No. 20 Tahun 2010 dan 
Permenhub No 60 Tahun 2014   
Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai peraturan-
peraturan apa yang berkaitan dengan keluarnya SE. No. 
UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016. Oleh karena itu, sangat penting 
untuk melakukan kajian-kajian mendalam. 
Berikut pemaparan peraturan-peraturan yang berkaitan 
dengan keluarnya SE UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016.  
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(UU Pelayaran), sangat erat kaitanya dengan SE 
No.003/20/2/KSOP-SMD-2016, karena undang-undang ini adalah 
salah satu dasar pertimbangan keluarnya surat edaran tersebut 
diatas. 
Dalam Pasal 32 Ayat (2) UU Pelayaran diatur: 
 “Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan bongkar muat 
dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya 
untuk kegiatan bongkar muat tertentu untuk kapal yang 
dioperasikan”.  
 
Sebenarnya, jika melihat ketentuan di atas, dapat diketahui 
bahwa yang dimaksud badan usaha yang didirikan khusus untuk 
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itu adalah badan usaha yang memang didirikan untuk usaha 
bongkar muat, namun bukan berarti hanya satu badan usaha 
yang boleh beroperasi.  
Dalam Pasal 94 UU Pelayaran juga terdapat penjelasan 
mengenai Badan Usaha Pelabuhan, sebagai berikut:69 
Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 90 Ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban: 
a) Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas 
pelabuhan; 
b) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan 
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh 
pemerintah; 
c) Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada 
fasilitas pelabuhan yang dioperasikan; 
d) Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang 
menyangkut angkutan perairan; 
e) Memelihara kelestarian lingkungan; 
f) Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam 
perjanjian; dan  
g) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik 
secara nasional maupun internasional. 
                                                          
69  Lihat  Pasal 94 UU Pelayaran. 
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Dari penjelasan di atas Badan Usaha Pelabuhan (BUP) 
memiliki peran sebagai operator yang mengoperasikan terminal 
dan fasilitas pelabuhan lainnya. BUP dibentuk dengan dan 
untuk mendukung dan membantu usaha Pemerintah dalam 
meningkatkan pembangunan ekonomi di sektor Maritim, juga 
untuk menunjang serta memperlancar kegiatan di pelabuhan. 
Dikaitkan dengan keluarnya SE No. 003/20/2/KSOP-SMD-
2016, sebenarnya dilihat pada Pasal 32 Ayat (2)  UU 
Pelayaran, tidak terdapat ketentuan untuk melakukan 
penunjukan khusus untuk satu badan usaha saja yang boleh 
beroperasi, karena yang dimaksud badan khusus adalah badan 
usaha yang memang dibentuk khusus untuk kegiatan bongkar 
muat barang. Penunjukan yang dilakukan  oleh BUP, yang 
diwakili Syahbandar untuk mempekerjakan hanya satu koperasi 
yang boleh beroperasi dalam suatu pelabuhan.  Dapat 
dikategorikan sebagai tindakan monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Angkutan di Perairan 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Angkutan di Perairan (PP Angkutan Perairan) merupakan 
penjabaran dari UU Pelayaran. PP Angkutan Perairan juga 
menjadi salah satu pertimbangan keluarnya SE No. 
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003/20/2/KSOP-SMD-2016, sehingga PP Angkutan Perairan 
menarik untuk dikaji. Dalam Pasal 80 PP Angkutan Perairan 
,terdapat pengertian mengenai kegiatan usaha bongkar muat 
barang. 
Berdasarkan Pasal 80 PP Angkutan Perairan tentang 
Kegiatan Usaha Bongkar Muat, yang dimaksud dengan kegiatan 
usaha bongkar muat barang yaitu:70 
1. Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a merupakan 
kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat 
barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi 
kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receving/delivery. 
2. Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang 
didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan. 
3. Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
kegiatan bongkar muat barang tertentu dapat dilakukan oleh 
perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan 
bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang 
dioperasikannya. 
                                                          
70 Lihat Pasal 80 PP Angkutan Perairan. 
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4. Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, izin 
usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.  
Dari penjabaran di atas yang dimaksud perusahaan 
angkutan laut adalah angkutan laut nasional. Penjelasan 
angkutan laut nasional terdapat pada Pasal 1 ayat 29 UU 
Angkutan Perairan yaitu:71 
“Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan 
angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan 
kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia 
dan/atau dari dan ke pelabuhan diluar negri.” 
Berdasarkan penjelasan yang diberikan Pasal 80 Ayat 2 
dan 3, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha bongkar muat 
hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk khusus 
untuk kegiatan bongkar muat, namun dikecualikan untuk kegiatan 
bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikan. 
Dalam PP Angkutan Perairan ini tidak terdapat adanya kalimat 
yang memperbolehkan atau mengharuskan hanya satu badan 
usaha TKBM yang boleh beroperasi dalam pelabuhan. 
 
 
                                                          
71 Lihat Pasal 1 Ayat 29 PP Angkutan Perairan. 
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3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat 
Barang dari dan ke Kapal 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat 
Barang dari dan ke Kapal (Permenhub No 60 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat 
Barang dari dan ke Kapal) merupakan penjabaran dari UU 
Pelayaran dan PP Angkutan Perairan. Dalam Pasal 3 Permenhub 
No 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan 
Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal  terdapat penjelasan 
mengenai kegiatan usaha bongkar muat sebagai berikut:72 
1) Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar 
muat oleh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan. 
2) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan 
menjamin keselamatan kerja. 
3) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat 
yang dibuktikan dengan sertifikat. 
                                                          
72 Lihat Pasal 3  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal. 
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4) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berasal dari Badan Usaha yang berbentuk Badan 
Hukum Indonesia yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Koperasi dan Yayasan. 
Dalam pemaparan di atas yang boleh berpartisipasi dalam 
kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal bukan hanya satu 
badan usaha, melainkan Badan Hukum Indonesia yang meliputi 
Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Namun seiring 
berjalannya waktu Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang 
dari dan ke Kapal, dalam Pasal 3 Ayat (4) Permenhub N0 60 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat 
Barang dari dan ke Kapal, terdapat perubahan yaitu: 
“Ketentuan Mengenai kelaikan peralatan bongkar muat serta 
pembinaan dan penataan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, 
diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.”  
Tersirat bahwa keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari 
dan ke Kapal, mendukung keluarnya SE UM.003/20/2/KSOP-SMD-
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2016. Sehingga menimbulkan kecurigaan adanya indikasi monopoli 
oleh pemerintah dengan keluarnya surat edaran tersebut diatas. 
Dalam Pasal 6 Permenhub No 60 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari 
dan ke Kapal, terdapat persyaratan izin usaha bongkar muat 
barang dari dan ke Kapal sebagai berikut:73 
Perusahaan bongkar muat barang yang akan melakukan 
kegaitan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 Ayat (2) wajib memiliki izin usaha bongkar muat 
barang. 
1) Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur pada lokasi 
pelabuhan tempat kegiatan. 
2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan 
setelah memenuhi persyaratan: 
a. Administrasi; dan  
b. Teknis. 
3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(3) huruf a meliputi: 
a. Memiliki akta pendirian perusahaan; 
b. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan; 
c. Memiliki modal usaha; 
                                                          
73 Lihat  Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal. 
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d. Memiliki pertanggungjawab; 
e. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri 
maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili 
perusahaan dari instansi yang berwenang; 
f. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau 
ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; atau  
g. Memiliki surat rekomendasi/ pendapat tertulis dari 
Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan 
setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan 
permintaan kegiatan usaha bongkar muat. 
Melalui penjelasan tersebut di atas tentang izin usaha 
bongkar muat barang, sebenarnya tidak ada penjelasan 
mengenai berapa badan usaha yang boleh beroperasi dalam 
pelabuhan, yang dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf g adalah 
izin usaha bongkar muat harus memiliki rekomendasi/ pendapat 
tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara 
Pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyedia dan 
permintaan kegiatan usaha bongkar muat.  
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4. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut 
Nomor AL.59/1/12-02 dan Direktur Jeneral Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Nomor 300/BW/2002 dan Deputi Bidang Kelembagaan 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
113/SKB/DEP.I/VIII/2002 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat 
(TKBM) di Pelabuhan 
 
Dalam Keputusan Bersama ini, terdapat definisi TKBM 
adalah Pekerja di Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) 
Koperasi TKBM.74 Lebih lanjut diberi ketentuan bahwa (1) Unit 
usaha jasa bongkar muat  merupakan unit usaha yang didirikan 
oleh Koperasi TKBM untuk memperlancar bongkar muat barang 
di pelabuhan, dan (2) Unit usaha jasa bongkar muat TKBM 
sebagaimana tersebut di atas, dikelola atas dasar prinsip 
ekonomi dan kekeluargaan yang dikelola secara khusus oleh 
manajer yang professional yang pengangkatannya dilaksanakan 
oleh pengurus koperasi.75  
Kegiatan UUJBM tersebut dibagi dalam dua hal yaitu 
sebagai administrasi operasi dan sebagai pelayanan jaminan 
                                                          
74  Lihat Pasal 2 angka 1, Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut 
Nomor AL.59/1/12-02 dan Direktur Jeneral Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 300/BW/2002 dan Deputi Bidang 
Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
113/SKB/DEP.I/VIII/2002 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Tenaga 
Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan. 
 
75 Ibid., Pasal 6. 
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perlindungan dan kesejahteraan. Sebagai administrasi operasi, 
kegiatan UUJBM terdiri dari:76 
1) Registrasi TKBM; 
2) Pengelompokan TKBM menjadi regu-regu kerja; 
3) Mengatur gilir kerja TKBM. 
Sementara itu, sebagai pelayanan jaminan perlindungan 
dan kesejahteraan, terdiri dari:77 
1) Penyedia Transportasi; 
2) Penyedia pakaian dan sepatu kerja serta topi keselamatan 
kerja (helmet), sarung tangan dan masker; 
3) Tunjangan Hari Raya (THR) 
4) Pendidikan dan Latihan; 
5) Tunjangan perumahan. 
Adanya ketentuan mengenai dua pembagian kegiatan 
UUJBM itu semakin memberi pengaturan spesifik mengenai 
siapa sebenarnya UUJBM itu dan posisinya dalam koperasi 
TKBM. Hal ini merupakan pembedaan yang signifikan 
pengaruhnya. 
Namun pada praktiknya PBM dan TKBM tidak 
menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan di atas, yang 
terjadi di lapangan adalah buruh yang memang bekerja di 
                                                          
76 Ibid., Pasal 7 Ayat (1) huruf a. 
77 Ibid., Pasal 7 Ayat (1) huruf b. 
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pelabuhan Terminal Khusus (TERSUS) dan atau Terminal 
Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang melakukan kegiatan 
bongkar muat, sedangkan TKBM Tuah Bumi Kartanegara yang 
ditunjuk pemerintah tidak berada di pelabuhan. Padahal 
sebelum kegiatan bongkar muat dilaksanakan perusahaan batu 
bara diharuskan melapor kepada PBM dan syahbandar bahwa 
akan terjadi kegiatan bongkar muat di TERSUS dan atau 
TUKS.  
Perusahaan batu bara yang akan melakukan kegiatan 
bongkar muat juga harus membayar terlebih dahulu kepada 
TKBM Tuah Bumi Kartanegara untuk Rencana Kegiatan 
Bongkar Muat batu bara. Pada saat selesai membongkar 
pengusaha juga dibebankan untuk membayar izin bongkar 
muat, biaya tergantung dari kualitas batu bara dan wilayah 
tujuan pengiriman batu bara. Izin bongkar muat untuk wilayah 
Vessel diartikan sebagai tujuan luar negeri sedangkan wilayah 
domestik diartikan untuk pengiriman dalam negeri. Untuk royalti 
yang harus dibayarkan kepada Dinas Pertambangan dan 
Energi  Provinsi Kalimatan Timur yang mencapai Rp. 
50.000.000.,(lima puluh juta rupiah). Belum lagi pengusaha 
batu bara harus membayar buruh yang memang dipekerjakan 
di TERSUS dan atau TUKS. 
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Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang harusnya 
menyediakan alat juga tidak melaksanakan tugasnya dengan 
baik. Karena dalam praktiknya yang menyediakan alat adalah 
pengusaha batu bara itu sendiri padahal pada saat 
pembongkaran ada petugas pemerintah yang mengawasi 
kegiatan bongkar muat. Pengawas ini ditunjuk oleh syahbandar 
untuk mengawasi jalannya kegiatan bongkar muat. 
Untuk memperjelas kedudukan Surat Edaran dalam tata 
hukum Negara Kesatuan Republlik Indonesia berikut 
penjelasannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar tertulis yang 
berkedudukan sebagai hukum dasar bagi setiap pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya. Hierarki 
peraturan perundang-undangan  baru mulai dikenal sejak 
dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yaitu 
Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang ditetapkan 
pada tanggal 2 Februari 1950. Selanjutnya hierarki peraturan 
perundang-undangan diatur dalam TAP MPRS No. 
XX/MPRS/1966. Kemudian tata urut peraturan  perundang-
undangan diubah lagi dengan TAP MPR No.III/MPR/2000, dan 
diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
(sudah dibatalkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 
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12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan 
undang-undang yang berlaku saat ini.78 
Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan 
hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:79 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah;  
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten. 
Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 
cetakan Edisi I Januari 2004 dan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No 22 
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum tentang Naskah Dinas, 
                                                          
78 “Kedudukan Surat Edaran Ditinjau dari Sudut Pandang Tata Hukum Indonesia” 
diakses dari “www.kopertis21.or.id/2012/02/04/ kedudukan-surat-edaran-ditinjau-dari-
sudut-pandang-tata-hukum-indonesia.html. pada 04 Februari 2012 pukul 12.00. 
79 Ibid 
76 
 
Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, 
penjelasan dan/ atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu 
yang dianggap penting dan mendesak. Mengingat Surat 
Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya 
materi muatannya tidak merupakan norma hukum dari suatu 
peraturan perundang-undangan. Surat Edaran sering dibuat 
dalam bentuk Surat Edaran Menteri, Surat Edaran tidak 
mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang 
menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan Surat 
Edaran. Pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlukan dasar 
hukum karena Surat Edaran merupakan suatu peraturan yang 
diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas, 
namun perlu diperhatikan beberapa faktor sebagai dasar 
penerbitannya yakni:80 
a) Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak 
b) Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas butuh ditafsirkan 
c) Subtansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan 
d) Dapat dipertanggungjawabkan secara moril prinsip-prinsip 
pemerintah yang baik 
Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak 
                                                          
80 ibid 
77 
 
berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak 
mematuhinya. Dikaitkan dengan  SE UM.003/20/2/KSOP-2016, 
maka surat edaran tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak 
ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya. Surat edaran 
tersebut diatas juga tidak sesuai dengan PP Angkutan Perairan 
dan Permenhub No 60 Tahun 2014, yang di jadikan dasar 
keluarnya surat edaran. Sehingga seharusnya surat edaran ini 
harus direvisi agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para 
pihak terutama pengusaha batu bara.  
Pertanggungan adalah perbuatan untuk mengalihkan 
sebagian atau seluruh risiko antara orang yang ingin 
mengalihkan risiko itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang 
disepakati para pihak. Pertanggung jawaban di laut (marine 
insurance) adalah perjanjian yang mengikat tertanggung dan 
penanggung dengan lima asas-asas (principle) sebagai 
berikut:81 
a. Prinsip Kepentingan (Insurable Interest Principle) 
Berdasarkan prinsip ini tertanggung hanya dibenarkan 
menutup asuransi apabila mempunyai kepentingan atas 
benda yang dipertanggungkan. Ia betul-betul menderita 
kerugian bila terjadi bencana. 
b. Prinsip Itikad Baik (Utmost Goodfaith Principle)  
                                                          
81  Lasee, Op.Cit., hlm. 262. 
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Berdasarkan prinsip ini penutupan asuransi dianggap sah 
apabila didasarkan pada itikad baik dalam arti bahwa 
tertanggung memberitahukan seluruh informasi dan fakta-
fakta sebelum polis ditutup. 
c. Prinsip Penyebab Terdekat (Causa Proximate Principle) 
Berdasarkan prinsip pemberian ganti rugi yang terjadi atas 
objek pertanggungan didasarkan pada penyebab terdekat 
dan dominan. 
d. Prinsip Ganti Rugi (Principle of Indemnity) 
Berdasarkan prinsip ini dasar penggantian kepada 
tertanggung setinggi-tingginya sebesar kerugian yang 
dideritanya dan sebanding dengan nilai pertanggungan. 
Tertanggung tidak boleh mencari keuntungan dari bencana 
yang dialaminya. 
e. Prinsip Subrogasi (Principle Subrogation) 
Berdasarkan prinsip ini tertanggung yang telah menerima 
ganti rugi atas dasar indemnity, ia tak lagi berhak menerima 
ganti rugi dari pihak lain, walaupun pihak lain itu turut 
bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. 
Benda atau kepentingan yang dapat dijadikan 
sebagai objek pertanggungan (subject matter of insurance), 
baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama:82 
                                                          
82 Ibid., hlm 263. 
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1) Luas kapal (Casco), yakni badan kapal lengkap dengan 
atau tanpa perlengkapan, termasuk permesinan. 
2) Muatan kapal (Cargo), yakni barang-barang yang 
diangkut melalui laut. 
3) Uang tambang (Freight), yakni ongkos pengangkutan 
barang muatan untuk mengamankan pendapatan jika 
kapal tenggelam. 
4) Keuntungan yang diharapkan (Anticipated Profit), yakni 
untung yang tidak jadi diterima dalam hal kapal terkena 
musibah. 
B. Dugaan Praktik Monopoli dalam Pelaksanaaan penyaluran 
TKBM Tuah Bumi Kartanegara  
Dalam penjelasan Pasal 17 UU Anti Monopoli, kegiatan yang 
dilarang yaitu:83 
1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat. 
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila: 
                                                          
83 UU Anti Monopoli 
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a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 
subsitusinya; atau 
b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; 
atau  
c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 
menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 
Monopoli berarti kondisi penguasaan atas produksi dan 
pemasaran oleh satu pelaku usaha maupun satu kelompok usaha 
tertentu. Dalam hal praktik monopoli, yang berarti menekankan pada 
proses monopoli terdapat beberapa hal berikut, yakni penentuan 
mengenai pasar bersangkutan, penilaian terhadap keadaan pasar, 
dan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menguasai 
pasar.84 Adapun sisi lain yang dapat disimpulkan dari ketentuan 
Pasal 17 ayat (2) c, yaitu bahwa seorang monopolis hanya 
membutuhkan pengusaan lebih dari 50% pangsa pasar pada satu 
jenis barang maupun jasa tertentu. 
Monopoli tidak otomatis dilarang dalam perspektif persaingan 
usaha. Hal ini disebabkan pembuktian praktik monopoli menganut 
prinsip rule of reason. Apakah praktik monopoli menyebabkan 
                                                          
84 Mustafa Kamal Rokan, 2012, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di 
Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 16. 
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inefisiensi ekonomi, terciptanya harga yang tidak wajar, eksploitasi 
konsumen dari sisi non-harga, akses monopoli hanya dapat dinikmati 
monopolis, terciptanya hambatan masuk, dan lain-lain. Apakah 
monopoli tersebut merupakan hasil dari kondisi pasar yang 
menyebabkan hanya ada satu pelaku usaha di pasar (monopoli 
alamiah). Karena adanya peran pemerintah melalui peraturan 
perundang-undangan dalam rangka melindungi kepentingan umum 
atau merupakan hasil dari hambatan masuk yang disengaja dari 
sebuah regulasi pemerintah yang berdampak mengganggu 
persaingan.85 
Potensi praktik monopoli dalam penyediaan TKBM di 
Pelabuhan Kutai Kartanegara berdasarkan hak monopoli yang 
dimiliki TKBM Tuah Bumi Kartanegara di Kutai Kartanegara melalui 
keluarnya SE No. UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016. Surat edaran 
tersebut berpotensi melakukan praktik monopoli oleh TKBM Tuah 
Bumi Kartanegara. Hal ini dapat terlihat dari terciptanya eksploitasi 
konsumen dari sisi rendahnya produktivitas TKBM, dan sisi harga 
(tidak langsung) melalui terciptanya pengeluaran biaya tinggi tanpa 
diiringi dengan kinerja yang sepadan. SE No. UM.003/20/2/KSOP-
SMD-2016 juga memiliki dampak negatif terhadap persaingan  
usaha. Dampak tersebut berupa diskriminasi terhadap calon 
                                                          
85 “Monopoli dalam Persaingan  Usaha” diakses dari 
www.http://lib.ui.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=20403574&lokasi=lokal. Pada 12 Juni 
2014. 
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kompetitor melalui pembatasan/ pengurangan pelaku usaha di pasar 
(hambatan masuk bagi pesaing potensial untuk menggarap pasar 
penyedia jasa TKBM), menghilangkan kesempatan bagi konsumen 
untuk mendapatkan alternatif produk dengan kualitas dan harga 
yang bersaing. 
Dengan keluarnya SE No. UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016, 
pengelola koperasi TKBM Tuah Bumi Kartanegara berpotensi 
melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 
karena hanya ada satu Koperasi TKBM yaitu TKBM Tuah Bumi 
Kartanegara yang dapat melayani kegiatan bongkar muat batu bara. 
Kondisi ini dipandang oleh para pengusaha batu bara merupakan 
suatu monopoli dalam penyediaan jasa TKBM, dan dianggap telah 
merugikan pengusaha batu bara.  
Dalam Pasal 50 UU Anti Monopoli mengecualikan beberapa 
kegiatan yaitu:86 
a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; atau 
b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan 
intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, 
desain produk industri, rangkaian ekektronik terpadu, dan 
                                                          
86 Lihat UU Anti Monopoli, Pasal 50. 
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rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan 
waralaba; atau  
c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan 
atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi 
persaingan; atau 
d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak 
memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan 
atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga 
yang telah diperjanjikan; atau 
e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau 
perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau 
f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh 
Pemerintah Republik Indonesia; atau  
g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekpor 
yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar 
dalam negeri; atau 
h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau  
i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan 
untuk melanyani anggotanya. 
Dalam pemaparan di atas mengecualikan kegiatan usaha 
koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. 
Yang dimaksud melayani anggotanya adalah memberi pelayanan 
hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum 
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untuk keadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi 
termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayaan untuk memasarkan 
dan mendistribusikan hasil produksi anggotanya yang tidak 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan 
usaha. 
Pada umumnya, dugaan terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat terhadap Koperasi TKBM Tuah Bumi 
Kartanegara disebabkan oleh fakta bahwa di pelabuhan Kutai 
Kartanegara hanya terdapat satu TKBM. Persoalan yang mencul 
adalah bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran ketentuan hukum 
persaingan usaha, antara lain: 
a. Beberapa pelaku usaha memandang keberadaan koperasi 
TKBM Tuah Bumi Kartanegara sebagai TKBM tunggal yang 
diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat; 
b. Pelaku usaha bongkar muat memandang bahwa 
keberadaan koperasi TKBM membuat kegiatan usaha tidak 
efisien dan tidak produktif; 
c. SE No. UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016 tidak relevan karena 
merugikan pihak pengusaha batu bara. 
d. Koperasi TKBM Tuah Bumi Kartanegara yang menjadi 
penyalur tunggal TKBM bagi kegiatan bongkar muat di 
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pelabuhan, seringkali menghambat kelancaran pekerjaan 
bongkar muat; 
e. Pengelolaan TKBM oleh koperasi menimbulkan biaya tinggi; 
Dalam SE no. UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016 satu hal yang 
penting, dalam berbagai aturan yang sudah dipaparkan tidak ada 
aturan yang membatasi jumlah koperasi dalam satu pelabuhan, 
karena pada dasarnya hal itu sah-sah saja. Jadi, idealnya, 
bukannya membuka kesempatan kepada badan usaha non 
koperasi untuk bersaing melainkan membuka kesempatan untuk 
munculnya koperasi-koperasi yang lain dalam satu pelabuhan. 
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Pada bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan 
kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab 
sebelumnya. Kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Substansi dari SE No. UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016 yang 
mengatur mengenai usaha bongkar muat barang dari dan ke 
kapal tidak sesuai dengan PP Angkutan Perairan dan 
Permenhub No 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, 
yang dijadikan dasar dari keluarnya surat edaran tersebut di 
atas. SE No.003/2/20/KSOP-SMD-2016 mewajibkan para 
pengusaha batu bara untuk menggunakan hanya satu TKBM 
yang dapat beroperasi dalam pelabuhan Kutai Kartanegara 
yaitu TKBM Tuah Bumi Kartanegara, sedangkan dalam 
Pasal 80 Ayat (2) tidak ada ketentuan khusus yang 
mengatur kewajiban menggunakan hanya satu TKBM. 
Dalam Permenhub No 60 Tahun 2014, terdapat perubahan 
dalam Pasal 3 Ayat (4) yang mengganti ketentuan mengenai 
tenaga kerja bongkar muat, membuka peluang terjadinya 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
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2. Dalam pelaksanaan penyaluran tenaga kerja bongkar muat 
barang yang dilakukan oleh TKBM Tuah Bumi Kartanegara 
di pelabuhan TERSUS dan atau TUKS sudah dapat 
dikategorikan sebagai tindakan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat, karena SE No 
UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016 yang dikeluarkan menteri 
perhubungan tersebut memberikan hak monopoli bagi TKBM 
Tuah Bumi Kartanegra saja yang dapat beroperasi di 
pelabuhan. Beberapa pelaku usaha memandang koperasi 
TKBM Tuah Bumi Kartanegara membuat kegiatan usaha 
tidak efisien dan tidak produktif, merugikan pihak pengusaha 
batu bara, koperasi TKBM Tuah Bumi Kartanegara yang 
menjadi penyalur tunggal TKBM bagi kegiatan bongkar muat 
di pelabuhan seringkali menghambat kelancaran pekerjaan 
bongkar muat, pengelolaan koperasi TKBM oleh koperasi 
TKBM Tuah Bumi Kartanegara menimbulkan biaya tinggi. 
B. Saran 
Dari uraian kesimpulan di atas, penulis mengemukakan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Perlu adanya revisi terhadap Surat Edaran No 
UM.003/20/2/KSOP-SMD-2016 tentang Kewajiban 
Menggunakan PBM/TKBM untuk Kegiatan Bongkar Muat 
Batu Bara  di Seluruh Jety TUKS/TERSUS di Wilayah 
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DLKP/DLKR Pelabuhan Samarinda dan Wilayah Kutai 
Kartanegara. Oleh karena surat edaran tersebut merugikan 
para pengusaha yang bergerak dibidang batu bara. 
Kementrian Perhubungan dalam membuat Surat Edaran 
harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum 
yang terkait dengan Surat Edaran, agar pengusaha batu 
bara dalam menjalankan usahanya tidak merasa dirugikan 
dan tercipta keseimbangan antara pengusaha dan peraturan 
yang berlaku.  
2. Dalam pelaksanaan penyaluran tenaga kerja bongkar muat 
yang dilakukan TKBM Tuah Bumi Kartanegara di pelabuhan 
TERSUS dan atau TUKS, dalam penunjukan hanya satu 
TKBM yang dapat beroperasi di TERSUS dan atau TUKS 
menimbulkan banyak masalah yang mengakibatkan 
kerugian bagi para pengguna jasa dalam hal ini pengusaha 
batu bara. Seharusnya usaha bongkar muat dibuka bagi 
badan usaha yang berpotensi dalam menyediakan jasa agar 
tidak terjadi penyalahguanaan yang dapat merugikan 
pengusaha batu bara. Dengan membuka peluang bagi 
badan usaha lain maka praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat dapat dihindarkan. 
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